A.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

1.

Yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara
nomor : 43/Pdt.G/2009/PN.Pya yaitu sebagaimana telah tertera dalam
gugatan pada point 1 sampai dengan point 15 dimana penggugat
menganggap harta tersebut merupakan harta ayah penggugat yang belum
dibagi waris dan penggugat merasa dia memiliki hak waris atas harta
warisan tersebut sehingga dari alasan-alasan itulah yang menjadi dasar
penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara nomor
43/Pdt.G/2009/PN.Pya.

Bahwa Majelis Hakim perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya
mengambil keputusan dengan cukup mempertimbangkan Eksepsi
Tergugat tentang kurang pihak, dimana eksepsi Tergugat tentang kurang
pihak tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga pokok perkara
menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi.
Dalam Gugatan Penggugat terdapat ada pihak yang seharusnya digugat
namun tidak ikut digugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat
menjadi kurang pihak dalam mengajukan gugatan, maka terhadap
Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk verklaard).



B.

Saran

1.

Dalam mengatasi suatu problematika hukum adat yang bukan berasal
dari pribumi diharapkan sekiranya kepada para pihak lembaga legislatif
dapat menetapkan atau merumuskan Undang-Undang yang baru dalam
penerapan pembagian waris atau paling tidak lembaga legislatif
menetapkan peraturan perundang-undangan Hukum Perdata yang telah
digunakan oleh Bangsa Negara Indonesia yang dimana menggunakan
sistem BW (burgerlijk wetboek).

Apabila dilihat dari akibat hukum negatifnya terkait pelaksanaan
pembagian waris didasarkan pada hukum adat Tionghoa dimana anak
laki-laki menjadi ahli waris, hal ini dapat menimbulkan adanya
perseteruan antar saudara dalam memperebutkan hak atas warisan
sehingga orang tua sebelum memberikan warisannya harus sudah
menjelaskan kepada seluruh anak-anaknya mengenai keputusan yang
telah ia buat untuk mencegah perseteruan yang kemungkinan dapat

terjadi.
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